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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxxxXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 009 RW 001
Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten
Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada
email xxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Adnert Pardohar Simanjuntak,
S.H., M.H. dan Desyanto, S.H, Advokat yang berkantor
di Jalan Teratai Gang Al Hikmah 4 Kelurahan Kelapa
Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada
alamat email adnertjuntak@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
450/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 29 November 2024,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMPUNG UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Surat Gugatan Penggugat
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal
29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 11 Mei 2022 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Abung Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/06/V/2022
Tertanggal 11 Mei 2022;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan berstatus
Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal
dikediaman orang tua Tergugat di Desa subik sampai dengan berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai
keturunan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun, cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan
September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekcokan. Faktor penyebabnya antara lain karena; a)
Masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.b)
Permasalahan tempat tinggal dikarenakan Penggugat meminta agar bisa
hidup mandiri tidak ikut orang tua dan memulai untuk membuka usaha
warung Kkecil-kecilanc) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai
seorang Istri. d) Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa Puncak perselisihan pada Oktober 2022, dikarenakan Penggugat
mengajak Tergugat untuk mengontrak dan memulai merintis untuk
membuka usaha tidak di setujui oleh Tergugat, terjadilah cek cok mulut
dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk Pulang
kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
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7. Bahwa karena permasalahan pada Poin (6) Tergugat juga Pergi merantau
ke Pekanbaru tanpa ada kabar berita dan tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga saat ini;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2023, Penggugat melihat Tergugat
Pulang kembali kekediaman orang tua Tergugat di desa Subik dengan
membawa Istri baru dari perantauan;

9. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi
kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya
jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;

10. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan,
oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;

12. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'im sugroh Tergugat (Slamet Bin Awin)
terhadap Penggugat (Ida Fauziah Binti Jumangin);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aquo Et Bono).
Upaya damai dan mediasi
Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Adnert Pardohar Simanjuntak, S.H., M.H. dan Desyanto, S.H,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Teratai Gang Al Hikmah 4

Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
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Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 450/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 29
November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita
Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 30
Oktober 2024 dan 12 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor
050/626/SKD/SB-LU/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Subik
Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tanggal 22
Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/06/V/2022 yang dikeluarkan
oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
tanggal 11 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Ayah
Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak baik sejak keduanya berpisah rumah
di bulan Oktober tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara
langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun
mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat tidak mau di ajak mandiri dan bekerja, dan
Tergugat kemudian merantau namun ketika kembali sudah
membawa isteri baru;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022 Tergugat pergi
merantau ke Pekanbaru dan tidak pernah memberi kabar kepada
Penggugat lalu pertengahan tahun 2023 Tergugat pulang dengan
membawa istri baru sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
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- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi
merupakan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan oktober tahun 2022 Penggugat pulang
kerumah orangtua Penggugat dan pada tahun 2023 diketahui
Tergugat telah memikah dengan wanita lain yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober tahun 2022 Penggugat pulang kerumah orangtua
Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya
sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri;

— Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara
langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun
mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena maslaah ekonomi
kurang karena Tergugat tidak mau kerja dan mandiri;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;
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Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 450/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal
29 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata
telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa
Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan
Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai
advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya damai
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang
pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan
sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg..
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301
RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig
en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga
atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat,
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya
materiil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sejak awal menikah
namun saksi baru mengetahuinya setelah Penggugat pulang kerumah orangtua
Penggugat pada bulan Oktober tahun 2022 yang penyebabnya adalah masalah
ekonomi kurang, Tergugat tidak mau diajak untuk mendiri dan tidak mau
bekerja dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, lalu pada
pertengahan 2023 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain,
dan sejak keduanya berpisah ditahun 2022 keduanya tidak pernah lagi kembali
bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan
menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya
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saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan
keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling
menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara
Islam, beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung
Utara,;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri
yang menikah pada tanggal 11 Mei 2022 di KUA Abung Tengah Kabupaten
Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak
mau bekerja dan mandiri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak bulan Oktober tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun
pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan
Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat
rukun dalam rumah tangga,;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 14
Putusan No0.995/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta untuk
bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah terbukti
dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena kebiasan
Tergugat berjudi slot sehingga melalaikan kewajibannya untuk menafkahi
Penggugat dan akibat judi slot tersebut Tergugat bahkan sampai menjual
barang-barang milik Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu
alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang
dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas
mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat
karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan
madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan
ketentuan dalam Fighussunnah juz Il yang berbunyi:

ane 3y Laa o)) OS5 530 il yie ) o da g ) Ay aldll s L sen i 13

Al dalls ik Leagin 3Ll e (oBldll Sae 5 Legllial (4 5 pdall ol 50

Artinya : “dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim
(tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri
atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan
kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri
sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim
menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak
melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan
cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah
talak bain sughra, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana
dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Wb G aldll S faslaliasd ff 33U S

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Novia Ratna Safitri,
S.H.,, M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif
Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 29 Oktober
2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.l., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14
Putusan No0.995/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Fitri Hidayati, S.H. Novia Ratna Safitri, S.H., M.H
Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp32.000,00
4. PNBP : Rp80.000,00
5. Pbt Putusan : Rp16.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
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